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ABSTRAK

Dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat Kalurahan diperlukan pengelolaan keuangan
Kalurahan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang
baik dan professional, dan meningkatkan penyelenggaraan
Pemerintahan Kalurahan diperlukan pengelolaan keuangan
Kalurahan yang aspiratif, partisipatif, transparan dan akuntabel
serta berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan
Kalurahan.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pengelola Keuangan
Kalurahan, Perencanaan, Struktur APB Kalurahan, Pelaksanaan
APB Kalurahan, Laporan dan Pertanggungjawaban, dan
Pembinaan dan pengawasan.

Pemerintah Kalurahan berwenang Pengelolaan Keuangan
Kalurahan vyang diwujudkan dalam APB Kalurahan yang
merupakan dasar bagi Pemerintah Kalurahan untuk melakukan
Penerimaan dan Pengeluaran Kalurahan.

Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan berdasarkan
asas: a. transparansi; b. akuntabel; c. tertib dan disiplin; dan d.
partisipatif.

CATATAN

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
yaitu tanggal 28 Juli 2025.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan
dari Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun
2019 tentang Keuangan Kalurahan dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan
Kalurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENJELASAN 6 HLM.




